
BUPATI MUSI BANYUASIN
PICRATlJnAN IlIIPATI MlJSI BANVlJASIN

NOMOR /0 TAlIlJN 2011

TENTANG

PELlMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPADA KEl'ALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUl> ATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAlIA ESA

BUPATI MUSI BANVUASIN

Menimbang:

Mengingat:

a. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 4 lahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

.2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12. Tambahan Lembaran
Ncgara Rcpuhlik Indonesia Nomor J69c))~

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

7. lJlldang-undallg N0l110f 29 Tahll1l 200'1 ten lang Praktek Kcdoktcr:lIl (I,cmnaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor I 16>Tambahan Lcmbaran Ncgara
Rcpublik ludoncsia Nomar 4431);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4400);
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9. Undang-undang Nomor 32 Talmn 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara
Repllblik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Talmn 2008 lenlang perubahan kedua atas
I Jndan~-I Jndan~ Nomor 12 Tahun 2004 lentan~ Pcmerinlahan Dacrah (I,embaran
Nc}!.urIl Hcptlhlil\ Illdollc::in Tuhull 700X NIlIlIIlI' <)f) T:lll1hllhllll 1,("lllllarall Nt'gum
Republik Ind'1I1esia Nornor 4844);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerinlah Pusal dan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-undang Nomor 10 Talmn 2009 lenlang Kep"riwisalaan (Lembaran Negarll
Republik Indonesia Talmn 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4966);

12. Undang-lIndang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Repllblik Indonesia Tahlln 2009 Nomor 4);

13. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jllian
(Lembaran Negara Repllblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 II tentang pembentukan peraturan Perundang-
undangan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tenlang Koordinasi Kegiatan Instans;
Pemerinlah di Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 I Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negarn Nomor 4301); .

17. Peraluran Pemerintah Nomor 41 Talmn 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik 1ndonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3528);

] 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Talmn 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Oepartemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talmn 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3979);

19. Peratumn Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Slandar Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 496); .

20. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Pcralurall PCl11crintah Nomor 79 Talmll 2005 lcntang Pcdoman Pcmoinaan dnn
Pengawasan Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 41 Talmn 2007 tentang Organisas; Perangkat Oaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89" Tambaban Lembaran
Negara Nomor 474 J);

21. Pcraturan PCl1lcrintah Noltlor 38 Tahlll1 2007 tentan!!. Pcmhagian lIrllsnn anlar
l't'mcrilllnh. J.cll1crinlah I)crah ')ropinsi dan I)clilcriniah I)acrah KalnlpalclI I Kola
(l,cllIharan Ncgara Rcp"hlik Imlollcsia Tahull 2(HrJ NOIllor Xl.. Talllhuhall I,Clllhnfall
NCj!.ara NOlllor 47l7):

24. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 lenlang Penalaan Organisasi
Perangkat Daerah;

25. Pcralllran Menleri ()alam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 lenlllng Pcmbentukan
. ()rganisl.Isi dan .rala KClja Unit Pclayanan Pcri:t.inan tcrpa<lu <IiDacrah:



26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 113fMenkesfPerflV 11979 tentang Pcrizinan
Penyelenggaraan Optik;

27. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tcntang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;

28. Pcraturan Menteri Pekc,jaan Umum Nomor 4 Tahun 20 II lcnlang Pcdoman
Pcrsyaratan Pcmbcriall lzin Usaha Jasa Konstruksi Nasional~

29. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Rcpublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pcmbenlukan Produk Hukum Daerah (Berita Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2011
No.694)

30. Peraluran Dacrah Kabupalcn Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 lcntang Retribusi
Daerah Bidang Transportasi (Lembaran Dacrah Kabupatcn Musi Banyuasin Tahun
20 I I Nomor 80);

11. Pcratllran Oacfah Kalmpatcn Mllsi Bnnyuasin NomoI' 1(j Tahull 20 It tcnlang
Rctribusi Izin Gangguan (Lcmbaran Dacrah Kabupalcn Musi Banyuasin Tahun 20 II
Nomor 88);

32. Peraturan Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2000 tentang Usaha
Pertambangan Galian golongan C dalam Kabupaten Musi banyuasin .(Lembaran
Dacrah Kabupatcn Mus; Banyuasin Tahun 2000 Nomor 30;

:1.1.Pcra111ran Dacrah KalHlpatcn 'Musi BanY"Hsin NOIllOf 22 Tahllll 2002 tcn1ang Izin
Pt"lII:lnl':I:II:1Il Kayu. Pl'IlIllIlI',1I11l1l clan Pl'1I1!.III11Plll:1II Kay" ('(."l'lIellk s(:r1a II:lsil II1Itan
Kayu dan Bubn Kayu;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2002 tentang Izin
Usaha Perikanan dalam Kabupaten Musi banyuasin (Lcmbaran Daerah Kabupatcn
Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 32);

35. Peraturan Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Pengendalian Pcmbuatan, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengembalain Air
Pcrmukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 39);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 tcntang
Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kcpcntingan Sendiri dan
Umum Serta Usaha Penunjang (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2002 Nomor 43);

37. Peraturan Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2005 tcntang
Retribusi Perizinan dan Perdagangan di Bidang Induslri dan Perdagangan (Lcmbaran
Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 29);

38. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urnsan
Pcmerintahan yang menjadi Kewenangan Pcmerintah Kabupaten Musi Banyuasin
(Lcmbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Namar
36);

40. Peraturan Daerah Namor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomar 37);

41. Peraturan Daerah Kabupatcn Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pcmbcntukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Pcnanaman
Modal Kabupalen Musi Banyuasin.
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Menet~p1uln

MEMUTUSKAN

PJ:RATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

DIBIDANG PEIUZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN

PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI
. BANYUASrN.

I'asal I

Bupati melimpahkan scbagian kcwcnangan <.Iibidang pcrizinan dan non pcrizinan kcpada
Kepala Badan Pelayanan Pcrizinan dan Penanaman Modal Kahupatcn Musi Banyuasin
dcngan jcnis pcrizinan dan non pcrizinan. tcrdiri dari :

(I). Pelayanan Umum Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Kaoupatcll Musi Banyuasin. tcrdiri dari :

I. Iziu l J..••alw Pert:llllh:lIlg:an R:akyat.

2. I:t.ill I Jsaha Jasa Pcrlamhangan .

J. Izin Pcngambilan' A ir Pcrmukaan.

4. Izin Mcndirikan dan Mcnggunakan Gudang Bahan Pcledak.

5. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sektor Migas.

6. Izin Pcmasaral1 .Jcnis-Jcnis Bahan Bakar Khustls.

7. Izin PCI11-'."lllpulan dan PCllyalllran Pcllllllas Bckas.

S. Izin LJsaha I'cnunjang Tcnaga Listrik .

9. (zin Pcndirian Depot Lokal..

10. rzin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi.

II. Izin Pcndirian Rumah Bersalin.

12. lzin Pend irian Balai Pengobatan.

13. Izin Pendirian Praktek Dokter Spesial;s.

14. Izin Praktek DokterUmum/Gigi.

15. Izin Praktek Bidan.

16. lzin Praktck Perawa!.

17. lzin Pendiri.n Apotik.

18. Izin Pendir;an Optik.

19. Izin Pendirian Tukang Gig;.

20. izin Pend irian Toko Gba!.

2 I. Izin Pengobatan Tradisional.

22. Izin Praktek Hersama Dokter Spesialis.

23. Izin Pendidan Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK).

24. Izin Penyelenggaraan Kursus.

25. Izin Kursus (Bahasa Inggris, Komputcr, I3imbcl).

26. [zin Usaha Industri.

27. [zin Tanda Daftar Gudang.

28. Izin Trayek Angkutan Penumpang.

29. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

10. Izin Pcmanr:",tan Kayu pada Tanah Milik .
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31, Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk,

32, lzin Pengumpulan Hutan Bukan Kayu,

33, Izin Lembaga Pelatihan Kerja,

34, Izin Usaha Kepariwisataan,

35, Izin Usaha Tetap,

36, Izin Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras,

37, Izin Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.

38. Izin Reklamc.

39. Izin Tempat Usaha.

40, Izin Usaha Jasa Konstruksi,

41, Izin Usaha Penangkapan lkan.

42. Izin Usaha Pembudidaya lkan,

43. Izin Usaha Pengolahan Ikan.

44. Izin Usaha Penangkaran Benih Ikan dan Udang.

45, Izin Pen ana man Modal.

(II), Pelayanan Umum Non Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Kahupalen Musi Banyuasin, terdiri dari :

I. Non Pcrizinan di llidang Kcscjahtcraan Rakyat d,m Pcrckonomian

2, Non Perizinan di Bidang Lingkungan dan Pembangunan

3, Surat lzin Mengemudi (SIM) A dan C

4, Pcneatatan Nikah (Klaim biaya)

5, Santunan Kematian

6. Bantuan Hukulll Gratis

Pasal2

I\:nambahan dan ntau pcngurangan jcnis-jcnis pcrizinan d~11l non pcrizinan scbagaimana
ayat (I) diatur lebih lanjut oleh Bupati Mus; Banyuasin, ,/

I~asal3

il. :1'c1illlpahall kL:wcnaligall pclilyallHu pcri:t.illall sdlllgaillllllla dilllia1,stHI pulln Pusnl I,

pCl1crhitan i:r.innya ditandatangani olch Kcpala Badan Pc1ayanan Pcrizinan dan
PCn:lI1:lIH;111 Modal Kahllp:llcn Mllsi Banyuasin:

h, Schclnlll ;'1;n dilcl'hilknn, tcrlchih dllhnln dilllknl",n pcnl?ccck"n I"p"np,lnl "lch Tilll
I"cf..llis, dall selalljulllya dihtlalkllll Berila AC:lI':1 dari hllSil Pl"II!.',ccl~kall IllJ'l:lI1J.!.:1I1

tersebut apabila sudah memenuhi syarat dan layak untuk diproses;

Pasal4

Pad" saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Musi Banyuasin NomoI' 22
Tahun 20 I0 ten!ang Pel impahan sebagian Kewcnangan di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dieabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON .PERIZINAN

KEPADA KEPALA BADAN PELA YANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang:

Mcngingat:

a. bahwa dengan telah ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang
Pcmbcntukan Organisasi dan Tatn Kcrja l3adan Pclayanan Pcrizinan dan Pcnanaman
Modal Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Pelimpahan
Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;

I. LJndang-undang NOlllor 28 Tahull 1959 tentang Pcrnhcntukan Dacrah TK.1l dan
KOlapraja di Sumalcm Sclalan (Lembaran Negam Republik Indonesia Tabun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 lenlang Perinduslrian (Lembaran Ncgara
Rcpuhlik Indonesia Tahun 1984 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
11Hltlllc~ia Ntlllltu-127t1):

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 lcnlang Kesehatan (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);

IJ. Undallg-undang Noltlor 23 Tahull 1997 tcntang Pcngclolaan I,ingkungan Ilidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor .12.Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 TallUn 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pcngelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerinlahan Daerah (Lembaran
Ncgara Repuhlik Indoncsia TatHIIl 2004 Nomor 125. Tamhahan Lcmharan Ncgara
Hepuhlik IlIdOllt:sia NOlllol' 11:117). SCh;II:',nilllllll:l It,.tall diuhah hcherapa kali tcrakhir
dengan Undallg-undang Nomor 12 Tallun 2008 lcntang perubahan kedua alas
Undang-linclang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pcmerintahan f)aerah (Lcmharan
Ncgara Rcpublik Indoncsia TatulIl 2008 Nom"r 59. TamhalHIIl Lcmharan Ncgara
Rcpublik Indoncsia Nomor 4844);

10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Pcrimoangan Kcuangan alltam
Pemcrintah Pusal dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

II. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tcnlang Kcpariwisalaan (Lcmbaran Ncgara
Republik Inclonesia Tahun 2009, Tambahan Lcmbaran Negara Repub1ik Indonesia
Nomor 4966);

12. lJndang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tenlang Pertambangan Mineral dan
Balubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);

J 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tenlang Lalu Linlas dan Angkulan Jalan
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 II tentang pembentukan peraturan Pcrundang-
undangan;

15. Peraturan Pemerinlah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegialan Instansi
Pemerintah di Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301); .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3528);

18. Peraturan Pemerinlah Nomor 51 Tahun 2000 lenlang Tarif Alas Jen;s Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3979);

19. Peraturan Pemer;ntah Nomor 19 Tahun 2005 lentang Standar Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 496);

20. Pcraluran Pcmcrinlah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pcngelolaan Kcuangan Dacrah
(Lcmbaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 140, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

7.1. l'cralllnln 1'l'lIlcrinlah NomoI' 7() Tahllll 2005 IClIllIlI/-'. Pcclom:lII PClIlhitl:lHI1 dan
Pl'lIgawa~all I't'lIll"rilllah I )acrah (I ,ClIIharall Ncgllril 1{cpllhl ik IlHh H1CSili NOllh U' 165.
l"~lI11I.Il"llll 1I'IIlIHlI'~1I1 NI'I..!.:lrll N'II11tH' ,I'l""):

22, I'Cl'l1IUl'l1l1 PCIlICl'illlllh Nnlllor til TllllllII 2007 lCllllIllg ()l'glillisllsi Plonlllp.lwi DlIl~l'lIh

(I ,1"111hnrllll N('~'.nnl Hqlllhlil.: 11Idnllt'~:i:l T:l!llllJ ::'007 ~nlIlClI' H" .. Tlllllh:lh:lll 1,(,lllhnr:m

Ncga •.••NllIllor 4741);

23_ Pcraluran Pcmcrintah NomoI' 38 Tahull 2007 lcntang Pcmhagian Urusan antar
Pcmcrinlah, Pcmcrinlah Dcrah Propinsi dan Pcmcrinlah Dacrah Kabupalen / Kola
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 4737);

21\. Pcralllrall MCllleri Dalalll Ncgcri NOl1lor 57 Tahull 2007 tCI1(:lIlg. Pcnataan Organisasi
Pcrang.kal I);u:rak

2). Pcraluran Mcnlcri Dalam Nc!!.cri NomoI' 20 Tahun 2008 lcntllng Pcrnhcntuknll
,{ll'glllli:m~:idall "1":11:1Kcr.iH I luil I'dUY:lIl:l11 Peri'.Iill:lll InplIdll iii I ):wmll-,
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26. Peraturan Menter; Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/iV /1979 tentang Perizinan
Penyelenggaraan Optik;

'27. Peraluran Mcnteri Encrgi dan SUlllhcr Day;} Mineral Nomor 2& T.lhull 200<) ten tang
Penyelenggaraall Usaha Jusa Pcrtambangan Mineral dan l3atubara;

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman
Persyaratan Pemher;an lzin Usaha Jasa Konslrnksi Nasional;

29. Peraluran Menler; Dahlm Negeri Repuhlik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 lentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 II
No.694)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah Bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mus; Banyuasin Tahun
2011 Nomor 80);

3 I. Peraturan Daerah Kabupalen Musi Bauyuas;n Nomor 16 Tahun 20 II tentang
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 20 II
Nomor 88);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2000 tentang Usaha
Pertambangan Galian golongan C dalam Kabupaten Musi banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Mus; Banyuasin Tahun 2000 Nomor 30;

33. Peratur,m Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu, Pemungutan dan Pengumpulan Kayu Cerueuk serta Hasil I-lutan
Kayu dan Bukan Kayu;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2002 tentang Izin
Usaha Perikanan dalam Kabupaten Musi banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 32);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Pengendalian Pembuatan, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengembalain Air
Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 39);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Pemberian lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan
Umum Serta Usaha Penunjang (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2002 Nomor 43);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2005 tentang
Retribusi Perizinan dan Perdagangan di Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 29);

38. I'eraturan Daerah Kabupalen Musi Ilanyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Urusan
PCl11crintahan yang Illcnjadi Kcwcnangan PClllcrintah Kabupatcl1 Musi Banyuasin
(Lcmbaran Dacrah Tahun 2008 Nomor 33).

39. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mus;
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor
36);

40. I'craluran Dacrah NomoI" (, Tahun 2008 Icnlang I'cmbcnlukan Organisasi
Lcmbaga Tcknis [)llcrah t1alam Kabupalcn Musi Ilanyuasin (Lcmbaran [)acrah
Kahupalcn Mus; Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);

4 I. I'craluran Dacrah Kabupalcn Mus; Banyuasin Nomor 4 Tahun 20 II lenlang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pcrizinan dan Pcnanaman
Modal Kabupatcn Musi Banyuasin.
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Menetapkan

MEMUTlISKAN

PERATURAN BUPATI MUST BANYUASTN TENTANG PELIMPAHAN

SEBAGTAN KEWENANGAN DlBIDANG PERlZlNAN DAN NON PERlZlNAN

KEI'AJ>A KEI'ALA BADAN I'ELA YANAN I'ERIZINAN DAN I'ENANAMAN

MODAL KABUP ATEN MUST BANYUASTN.

Pasal 1

l1upati mclimpahkan schagian kcwcnangan di hidang pcrizinan d<ln nOll pcrizinan kcpada
KCflala 13adan Pclayanan Pcrizinan dan Pcnanaman Modal Kabupalcn Musi 13anyuasin
dengan jenis perizinan dan non perizinan, terdiri dari :

(I). Pelayanan lJmllm Perizinan di 13adan Pclayanan Perizinan dan Penana man Modal
Kahupalen Musi Banyuasin. lerdir; dari :

I. I.,ill l Isah" I'crlalllhlll1gllll l{i1kyal.

2. Izin Usaha Jasa Pertambangan .

3. Izin I'cngambilan Air Permukaan.

4. Izin Mcndirikim dan Menggunakan Gudang Bahan Pclcdak.

5. lzin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sektor Migas.

6. Izin Pemasaran Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus.

7. Izin Pengump"lan dan Penyaluran Pelurnas Bckas.

8. Izin Usaha Penunjang Tcnaga Listrik .

9. Izin Pcndirian Depot Lokal.

10. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi.

I I. Izin Pend irian Rumah Bersalin.

12. Izin Pend irian Balai Pengobatan.

13. Izin Pendir;an P",klck Dokler Spesial;s.

14. Izin P",ktek Dokter Umum/Gigi.

15. Izin Praktek Bidan.

16. !zin P",ktek Pcrawat.

17. Izin Pend irian Apotik.

18. lzin Pend irian Optik.

19. Izin Pend irian Tukang Gigi.

20. izin Pend irian Toko Obat.

21. Izin Pengobatan Tradisional.

22. Izin p",ktck Bersama Dokter Spesial;s.

23. Izin Pendirian Sekolah (TK, SD, SMp, SMA, dan SMK).

24. Izin Penyelenggaraan Kursus.

25. Izin Kursus (Bahasa Inggris, Komputer, Bimbcl).

26. Izin Usaha Industri.

27. Izin Tanda Dallar Gudang.

28. Izin Trayek Angkutan Pcnumpang.

29. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

30. Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.
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31. Izin Pcngulllpulan Kayu Ccrucuk.

32. Izin Pengulllpulan Hutan Bukan Kayu.

33. Izin Lembaga PeJatihan Kerja.

34. Izin Usaha Kepariwisataan.

35. Izin Usaha Tetap.

36. Izin Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

37. Izin Tanda Pendaftaran Pcternakan Rakyat.

38. Izin Rcklalllc.

39. Izin Tcmpa! Usaha.

40. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

41. Izin Usaha Penangkapan Ikan.

42. Izin Usaha I'clllbuuiuaya Ikarl.

ill. I",in llsaha Pcnp,olahan Ikan.

44. Izin Usaha Pcn3llg~aran Bcnih Ikan dan Udang.

45. Jzin Penanalllan Modal.

(II). Pelayanan Umulll Non Perizinan di Badan Pelayanan Per;zinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Musi Banyuas;n, terdir; dari :

I. Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian

2. Non Perizinan di Bidang Lingkungan dan Pembangunan

3. Surat lzin Mengellludi (SJM) A dan C

4. Peneatatan Nikah (Kla;,n biaya)

5. Santunan Kematian

6. Bantuan Hukum Gratis

Pasal2

Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana
ayat (I) diatur lebih Janjut oleh Bupati Musi Banyuasin.

Pasal3

a. Pelimpahan kewenangan pelayanan perlzll1an sebagaimana dimaksud pada Pasal I,
penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;

b. Sebelum izin diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pengeeekan lapangan oleh Tim
Teknis, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara dari hasi! pengecekan lapangan
tersebut apabila sudah memenuhi syarat dan layak untuk diproses;

Pasal4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Musi Banyuasin Noma 22
Tahun 20 I0 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non
Per;zinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dieabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
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PasalS

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pad a Tanggal: 'f - M"C t ~ 2012

BUPATI ~USI BANYUASIN,I/ •.

.. )
Diundangkan di Sekayu
Pad a Tanggal: '1- M I>I 2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH~UPATE':v
H. YULIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR: 301
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